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ABSTRACT
The Management Implementation of Governance in Public service Card
Identity, Study as Sub-regency Office of Jongkong District, Sub-Province of

Kapuas Hulu
SYAHBUDIN
University Terbuka Pontianak
syahbudinmappts@ut.ac.id
Key Word: Implementation, Management public service” pincipil Good

Governance

New paradigm of management governanee-which principled by good
governance, raised first time in Indonesiawhen socio-political order in
Indonesia destroyed in 1998s, which marked by entry of early Order Reform.
Good governance means management.of good governance. The governance in
wide of understanding is starting—from” seat of governance until local
governance even low level of gavernance such as countryside and district.

The important reason principle of good governance, which
implementationed over eachizlevel of governance in Indonesia is, can be
compatible and suitable with character and culture of Indonesia society. Good
governance emphasize the importantly principal implementation of the law
role, justice, demgOgratizdtion, participation, transparency, professionalism,
effectiveness and\effiCiency and also performance of qualified governmental
apparatuses., \ This fesearch intend to know the illustrated about concerning
implementation tdue principal of good governance at of district level, especially
Jongkongtdistrict, Sub-Province of Kapuas Hulu in 2009s.

As/for the title of this research is “ The Management Implementation of
Governarice in Public service Card, Study as Sub-regency Office of Jongkong
District, Sub-Province of Kapuas Hulu 2009”. The conclusion of this research
is management of good governance by principals implementation of the law
rule, justice, democratization, participation, transparency, professionalism, and
effectiveness and efficiency and also performance of qualified governmental
apparatuses in Jongkong District, Sub-Province of Kapuas Hulu in 2009,
generally have been executed, but its do require more intensive contraction and
improvement. Therefore, is suggested that character of governmental apparatus
which significant with principles of good governance above, can be defended

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40843.pdf
X

and hereinafter important to create qualified human resource, lessening or
eliminating contradiction of tradition, innovating less adequate facilities and
the apparatus of district governances have to improving commitment due to
Fundamental Duty and his Function (Tupoksi) as government and also
prosperity of governmental apparatus to be adapted with their requirements
level.
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ABSTRAK

Implementasi Pengelolaan Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) pada Kantor Camat Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu

SYAHBUDIN

Universitas Terbuka Pontianak
syahbudinmappts@ut.ac.id

Kata Kunci: Implementasi, Mekanisme pelayanan-urmum kependudukan dan
prinsip-prinsip Good Governance. di¢ Kantor Camat Jongkong
Kabupaten Kapuas Hulu

Paradigma baru pengelolaan emenfintah yang, berprinsip good
governance, pertama kali digulirkan.di Indenesia pada saat jatuhnya rezim
Orde Baru tahun 1998 yang ditandai~miasuknya awal Orde Reformasi. Good
governance artinya pengelolaan pemérintah yang baik. Pemerintahan dalam
pengertian luas yaitu mulai"\pemefintahan pusat sampai daerah bahkan
pemerntahan level terendah-yaitu kecamatan dan desa.

Alasan penting*~good” governance diimplementasikan pada setiap
tingkatan pemerintah@n/di. Indonesia adalah dapat dimungkinkan cocok dan
sesuai dengan kultur dan” karakter masyarakat Indonesia. Good governance
menekankan pentingrya implementasi prisip supremasi hukum, keadilan,
demokratisasiypadrtisipasi, transparansi, profesionalitas, efektivitas dan efisiensi
serta kemera, ~dparatur pemerintah yang berkualitas. Penelitian ini
bermaksudkan untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang implementasi
prinsip “geod governance pada level pemerintahan di tingkat kecamatan,
khususnya kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 20009.

Adapun judul penelitian ini adalah “Implementasi Pengelolaan
Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Studi Pada Kantor Camat
Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009”. Kesimpulan
penelitian ini adalah pengelolaan pemerintahan yang baik dengan
mengimplementasikan  prinsip-prinsip ~ supremasi  hukum,  keadilan,
demokratisasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, efectivitas, dan
efisiensi serta kinerja aparatur pemerintah yang berkualitas di kecamatan
Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009, pada umumnya sudah
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dilaksanakan tetapi sangat perlu peningkatan dan pembinaan yang lebih
intensif. Oleh karena itu, disarankan bahwa karakter aparatur pemerintah yang
signifikan dengan prinsip-prinsip good governance tersebut diatas, agar
dipertahankan dan selanjutnya penting menciptakan sumber daya manusia yang
berkualitas, mengurangi atau menghilangkan tradisi yang kontadiktif,
memperbaharui fasilitas yang kurang memadai dan aparatur pemerintahan
kecamatan agar meningkatkan komitmen terhadap Tugas Pokok dan Fungsinya
(Tupoksi) sebagai pemerintah serta kesejahtraan aparatur pemerintah agar
disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya.
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BAB Il
KERANGKA TEORITIK

A. Kajian Teoritik

1. Defenisi Implementasi

Implementasi adalah istilah yang dipakai untuk menamai suatu tahap
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks\kehijakan umum.
Implementasi menurut Baijuri dan Teguh Yuwono (2003:1413) adalah tahapan
pelaksanaan dari suatu formulasi hukum dan pembahgunan berupa undang-
undang, instruksi-instruksi, dan peraturan<peratiran yang berkaitan dengan
kebijakan publik dalam penyelenggaraan negarda. Dalam konteks penelitian tesis
ini, yang dimaksud dengan implemeéntasi adalah pelayanan administrasi umum
kependudukan dalam urusan KTPdi Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas

Hulu.

Segala bentuksperaturan perundang-undangan tidak dapat diwujudkan apabila
tidak ditindaklanjuti dengan keputusan kebijakan dan sumber daya (dana, tenaga,
sarana dan“prasarana) yang memadai. Peranan sumberdaya tersebut berpengaruh
untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, oleh sebab itu
implementasi kebijakan hendaknya didasari atas standarisasi atau kriteria,
dikarenakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dari

seluruh proses kebijakan.
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Keterbatasan sumberdaya tersebut dapat mempengaruhi implementasi
kebijakan publik, beberapa syarat penerapan implementasi kebijakan publik
sebagaimana dikatakan oleh Brian W Hogwood dan Lewis A Gunn dalam Wahab
(2002:71), implementasi kebijakan dapat berjalan sempurna (perfect

implementation) apabila memenuhi syarat-syarat:

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pélaksana, tidak akan

menimbulkan gangguan yang serius.

b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan_sumber-sumber yang cukup

memadai.
c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

d. Kebijakan yang akan diinplementasikan didasari oleh suatu hubungan

kausalitas yang handal.

e. Hubungan Kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubungnya:

f. Huburigan saling ketergantungan harus kecil.

g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakan terhadap tujuan.
h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan pada urutan yang tepat.
i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

J. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan

mendapatkan keputusan yang sempurna.
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Syarat implementasi kebijakan tersebut walaupun dapat terpenuhi tetapi
proses pelaksanaan implementasi kebijakan tetap dipengaruhi adanya
pengaruh sumberdaya yang dimiliki organisasi. Indikator untuk melihat
peranan sumberdaya aparatur pemerintah dapat berfungsi dengan baik apabila
mendapat dukungan dari aparatur atau aparat pelaksana, mendapatkan
informasi yang benar tentang kebijakan, adanya wewenangy»dari pelaksana

kebijakan dan fasilitas pendukung kebijakan.

Memperhatikan keberhasilan implementasi kébjjakan, ternyata banyak faktor
yang berpengaruh dan faktor-faktor tersebut harys berhubungan secara harmonis
agar tujuan program dapat tercapai. Proses pelayanan prima yang dilakukan oleh
sebuah organisasi dengan fdjuan ~yang ditetapkan tersebut tidak dapat
dilaksanakan secara individudlh sebagaimana dikatakan oleh Barata (2003:184),
implementasi dan péngembangan konsep budaya pelayanan prima dalam suatu
organisasi/perusafiaan-tidak mungkin hanya dilakukan seorang diri atau beberapa
orang saja,‘tetapi harus dilakukan oleh semua orang yang ada dalam organisasi.

2. Defenisi Good Governance

Good governance terdiri dari dua kata yaitu good dan governance. Good
artinya baik sedangkan governance artinya kepemerintahan. Good governance
artinya pemerintahan yang baik. Soedarmayanti menjelaskan (2004:3) bahwa
Good governance mengandung dua pemahaman: pertama nilai yang menjunjung

tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan
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kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, pembangunan
berkelanjutan, dan keadilan _okum_. Kedua aspek fungsional dari pemerintah
yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan.
Kepemerintahan yang baik dalam penelitian tesis ini meliputi: aspek supremasi
hukum, keadilan, demokratisasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas,
efektifitas, efisensi dan Kkinerja yang berkualitas yang dilaksanakan oleh
pemerintah kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu.:
Batasan atau definisi good governance adalah. isd ) okum_ kecenderungan
masyarakat global yang dapat memberikan képwasan”dan mewujudkan keinginan
masyarakat _publik_ yang berorientasi pada perubahan konstruktif. Good
governance dalam batasan sederhana»yditu pengelolaan pemerintahan yang baik,
namun dalam batasan yang iebily"luas dan rinci dijelaskan oleh Nugroho,
(2003:212) bahwa good gevernance adalah _okum_ dan proses penyelenggaraan
pemerintahan dan ‘pempbangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi
hukum, kemanusiaan, keadilan, demokratisasi, partisipasi, tranparansi,
profesionalitas dan akuntabilitas serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap
tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, dayaguna, hasilguna, kepemerintahan
yang baik, bertanggung jawab dan berdaya saing yang didukung oleh kinerja yang
berkualitas.

Selain pengertian yang terpenting adalah pemahaman prinsip good

governance. Nugroho (2003:216) menyebutkan prinsip-prinsip good governance
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yang penting dan harus dilakukan oleh pemerintah sejak tingkat pusat sampai
kecamatan dan desa yaitu:

a. Supremasi hukum vyaitu proses penyelenggraaan pemerintahan selalu
menjunjung tinggi harkat dan martabat hukum dalam proses
penyelenggraan pemerintahan.

b. Keadilan yaitu proses penyelenggraaan pemerintahanSelalu menyadari
bahwa hak dan kewajiban harus dapat diaplikasikansecara adil atau
seimbang.

c. Demokratisasi yaitu dalam proses pehyelenggraaan pemerintahan selalu
memperhatikan aspirasi yang bersifat ottom up dan bukan top down,
sehingga aspirasi masyarakat. atau staf menjadi hal penting untuk
diperhatikan dan dilaksanakan dalam proses penyelenggraan pemerintahan
tersebut.

d. Partisipasi yaitudalam proses penyelenggraaan pemerintahan selalu ada
sinerjistias atau kerjasama yang berorientasi pada nilai dan prinsip saling
menguntungkan antar masyarakat dengan pemerintah dan antar pemerintah
dengan stafnya dan staf dengan staf serta antar masyarakat dengan
masyarakat.

e. Tranparansi yaitu adanya keterbukaan dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan. Keterbukaan yang disesuaikan dengan tingkat kepentingan

dan kerahasiaan suatu informasi.
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f. Profesionalitas yaitu dalam proses penyelenggraaan pemerintahan selalu
bekerja berdasarkan bidang, kemampuan dan pendidikan yang dimilikinya.

g. Akuntabilitas yaitu dalam proses penyelenggraaan pemerintahan selalu
membangun keterbukaan dan tanggung jawab kepada masyarakat publik
terhadap pelaksanaan kebijakan.

h. Memiliki komitmen desentralisasi yaitu dalam proses, penyelenggraaan
pemerintahan hendaknya memiliki komitmers, “atad tekat untuk
melaksanakan paradogma baru pemerintahan’ dengan prinsip good
governance dalam wilayah sistem desentralisasi.

i. Efektifitas dan yaitu dalam proses penyelenggraan pemerintahan dapat
dilaksanakan sesuai program;dan- berusaha untuk mengejar target yang
ditetapkan dalam program tersebut, Efisiensi yaitu proses penyelenggaraan
pemerintahan dapat.driaksanakan sesuai program dan hasilnya melebihi
target yang ditetapkan dalam program tersebut.

J.  Kinerjayang berkualitas dan berdaya saing yaitu semangat kerja atau etos
kerja pimpinan dan staf memiliki mutu yang didasari oleh Sumber Daya
Manusia yang handal yang diperoleh dari pengalaman dan pendidikan.
Selanjutnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dapat
memberikan kepuasan dalam menyikapi fenomena yang berkembang dan

selalu unggul dalam persaingan.
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3. Defenisi Pelayanan Umum

Pelayanan umum terdiri dari dua kata yang membentuk satu istilah dan istilah
itu sangat populer dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Definisi pelayanan umum adalah pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok
orang secara sistematis untuk melayani masyarakat umum berdasarkan perintah
dan aturan yang jelas serta dapat dipertanggung jawabkan, yaittypekerjaan yang
membantu menyiapkan, menyediakan, atau mengurus “keperiuan orang lain
(Supriyanto dan Sri Sugiyanti, 2001:9). Dalam konteks penelitian tesis ini, maka
istilah tersebut diartikan sebagai suatu pekerjaan-yang melayani masyarakat
umum di kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dalam urusan pembuatan
KTP.

4. Defenisi Kependudukan

Kependudukan berésal-dari kata penduduk ditambah dengan awalan ke yang
berarti komunitas ‘popdlasi yang mendiami suatu kawasan atau wilayah yang
bersifat mepetap.Soeharyo dan Nasri Effendi (2001:7) mengatakan bahwa
penduduke.adalah sejumlah orang yang hidup menetap yang mendiami suatu
kawasan atau wilayah dan mereka diakui keberadaannya oleh negara dan tunduk
kepada aturan dan peraturan negara. lIstilah kependudukan atau penduduk dalam
penelitian tesis ini adalah masyarakat yang tinggal dan menetap dalam waktu yang

lama di kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu.
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5. Defenisi Pengelolaan

Pengelolaan adalah pelaksanaan pembangunan yang sistematis berdasarkan
aturan dan peraturan yang jelas dan dipertanggung jawabkan. Dalam kamus
umum Bahasa Indonesia (2000:333), istilah pengelolaan adalah pelaksanaan
pembangunan yang didasari oleh aturan yang jelas dan memungkinkan untuk
dipertanggungjawabkan, dan biasanya pelaksanaan perbangunan yang
menyangkut tata pemerintahan. Hubungan dengan penelitiaq tesis ini, maka istilah
pengelola adalah pelayanan aparat pemerintahan kecaghatan dalam urusan KTP di

Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Huld.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) mefupakan tanda identitas seseorang yang legal
diakui oleh Negara. Pengertigh KTP berdasarkan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahuh~2006 Bab | Pasal 1 Ayat k, Kartu Tanda Penduduk
yang selanjutnya dapats disingkat KTP adalah kartu sebagai tanda bukti

(legitimasi) bagt Setiap penduduk dalam wilayah Republik Indonesia.

Untuk mengetahui data kependudukan disuatu wilayah tertentu dengan melihat
dokumen kependudukan yang berisi mengenai data induk penduduk di kelurahan
atau desa dan data rekapitulasi jumlah penduduk akan dapat dengan mudah
diketahui apabila data kependudukan sudah berdasarkan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 terdapat pada Bab VI data dan
dokumen kependudukan bagian kedua Pasal 59 ayat 1 dokumen kependudukan

meliputi:
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a. Biodata Penduduk.

b. Kartu Keluarga (KK).

c. KTP.

d. Surat Keterangan kependudukan.

e. Akta catatan sipil.

Dokumen kependudukan tersebut pengisian datanya didapatkan dari Rukun
Tetangga, kelurahan atau desa yang selanjutnya diserahkan-ke Kantor Camat
untuk selanjutnya di dokumentasi sebagai bahan data"keperidudukan. Pada ayat 2
surat keterangan kependudukan sebagaimana- difhaksud pada ayat 1 huruf d

meliputi:

1) Surat Keterangan pindah.

2) Surat Keterangan pindah,datang.

3) Surat Keterangan pindah keluar negeri.
4) Surat Keterangar-datang dari luar negeri.
5) Surat Keterangan tempat tinggal.

6) Sural Keterangan Kelahiran.

7) Surat Keterangan Lahir mati.

8) Surat Keterangan pembatalan perkawinan.
9) Surat Keterangan perceraian.

10) Surat Keterangan kematian.

11) Surat Keterangan pengangkatan anak.

12) Surat Keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia.
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13) Surat Keterangan pengganti tanda identitas.
14) Surat Keterangan pencatatan sipil.

Berdasarkan beberapa jenis surat keterangan kependudukan tersebut
diperlukan keahlian, keterampilan aparatur pemerintah untuk pengelolaannya,
selain itu surat keterangan kelahiran, surat keterangan lahir mati dan surat
keterangan kematian dapat dipergunakan untuk mengukur kwalitas kehidupan
dengan indeks kehidupan atau PQLI ( Physical Quality 0f Life Indeks ).
Sedangkan untuk mendata jumlah warga diwajibkarmempunyai KK sebagaiman
pada Pasal 62 yang mengatur tentang ijin tiriggak warga dan pengakuan warga

sebagai penduduk diwilayah tertentu sebagai berikut:

a). Penduduk Warga Negara<indgnesia dan orang asing yang memiliki izin
tinggal tetap hanya diperholéehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

b). Perubahan susunarkeluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada instansi
pelaksana selambdt-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya
perubahan.

Pendataarnjumlah jiwa dapat diketahui dari KK, karena KK menyantumkan
jumlah susunankeluarga. Walaupun sebuah keluarga telah mempunyai KK belum
tentu anggota keluarga tersebut mempunyai KTP. Apabila terdapat warga yang
cukup umur dan belum mempunyai KTP diwajibkan mempunyai KTP sesuai

dengan Pasal 69 ayat 1.

Beberapa penjelasan mengenai administrasi tersebut memerlukan dana

terutama untuk blangko KTP dan blangko KK. Pengaturan retribusi terdapat pada
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Bab IV prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Pasal 4 ayat 1
biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal ini meliputi biaya administrasi,
biaya percetakan dan biaya pembinaan. Biaya administrasi pembuatan KTP dan
KK ini dibebankan kepada masyarakat pada saat masyarakat memerlukan
pelayanan pengurusan KTP dan KK. Kebijakan tersebut merupakan biaya untuk
melayani kebutuhan masyarakat dengan penerapan standar prosedur pelayanan
yang ditetapkan oleh Camat dengan maksud dapats, menyelenggarakan
pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-undang /Nomor 32 Tahun 2003
tentang Pemerintahan daerah. Perubahan kebijakan*pelayanan publik kearah good
governance membutuhkan penyesuaian pengambil kebijakan yaitu dengan
merubah mekanisme manajemen organiSasi kearah yang lebih baik dan menerima
segala bentuk perubahan dari“adanya kebijakan pelayanan publik dan aparatur
organisasi demi kemaj@ian-arganisasi dalam memberikan pelayanan publik yang
optimal. Sebagaimana“Zpernyataan tersebut diatas upaya perubahan pelayanan
publik kearah.'yang lebih baik harus diikuti dengan pola kepemimpinan dan
manajemen-organisasi yang tertata dengan baik dan bertanggungjawab. Menurut
Utomo dalam Tangkilisan (2007:111-112) konsep perubahan manajemen (New
Public Management) merupakan bentuk publik manajemen baru perubahan

penyelenggaraan pemerintah kearah yang lebih baik.

Pelayanan publik yang diikuti dengan perubahan manajemen organisasi dengan

tujuan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat akan mempengaruhi minat
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masyarakat untuk membuat KTP dan KK sehingga data kependudukan dapat

akurat dan masyarakat yang sudah cukup umur dapat memiliki KTP.

Beberapa faktor yang mempenggaruhi proses pengambilan kebijakan publik
dibidang kependudukan perlu diketahui karena dilaksanakan sebelum melakukan
evaluasi, pengaruh Keterlibatan berbagai pihak sangat menentukan timbulnya
kebijakan tersebut, pengaruh faktor lingkungan juga dinyatakai ofeh Suharsono
(2005:14) yang mengatakan bahwa Teori tentang pembuatan kebijakan publik

tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan:

Selain lingkungan publik yang berperan pada proses kebijakan publik adalah
perilaku manusia sebab manusia sebagai‘tujuan kebijakan pada dasarnya ingin
dihargai dan berprestasi. Pendapat” yang berkaitan dengan perilaku manusia
menurut Thoha (2005:172) ditambahkan So dan Suwarsono (1990:27-29)
mengatakan bahwa, peritaku manusia mempengaruhi tujuan organisasi yang ingin
dicapai dan_bentuk penghargaan akan dapat meningkatkan, memperbaiki kualitas
kerja sehingga menimbulkan motivasi berprestasi aparat. Terdapat keterbatasan

dan konstrain dari lingkungan yang akan mempengaruhi policy makers.

Proses kebijakan yang memperhatikan perilaku manusia dan lingkungannya
mengakibatkan tidak setiap kebijakan sepenuhnya mendapat dukungan dari
bawahan, proses kebijakan harus mengalami perubahan yang bersifat dinamis dan

konstruktif. James dalam Islami (2000:17) mengatakan kebijaksanaan adalah
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serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan
dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan

masalah tertentu.

Dengan memperhatikan bahwa peranan manusia sebagai pelaku dan bagian
dari kelompok penerima kebijakan memerlukan taktik dan strategi yang tepat agat
tujuan kebijakan dapat tercapai. Penerapan taktik dan strategi dipertegas oleh
pendapat Amara dalam Islami (2000:17) dan Dwijewijoto & R. Nugroho
(2003:49-52) kebijaksanaan sebagai suatu taktik /darstrategi yang diarahkan
untuk mencaoai tujuan. Dengan demikianebijaksanaan dapat diartikan sebagai
suatu tindakan yang ditetapkan dan._difaksanakan oleh seorang pelaku atau
sekelompok pelaku yang dapat®berupa program, keputusan, ketentua-ketentuan,
peraturan perundang-undangdh ~yang mempunyai tujuan dan berusaha untuk

mencapai kepuasan shasyarakat.

Proses kebijakari yang dipengaruhi oleh lingkungan dan perilaku manusia
dalam kelonipoknya merupakan bagian dari keterlibatan politik organisasi dalam
menentukan tujuan kebijakan. Keterlibatan peranan politik dalam proses
kebijakan dikatakan oleh Frieden, et al. (2000:235-236) kebijakan yang
dilaksanakan dapat dipengaruhi oleh politik kebijakan sehingga penerapannya

sangat berpengaruh pada institusi pelaksana kebijakan tersebut.
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Pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi politik akan berakibat merusak
tatanan organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan cenderung
tidak berpihak pada masyarakat, hanya berpihak pada golongan dan kelompok
tertentu sehingga sangat merugikan aparat birikrat dalam menjalankan tugasnya.
Tantangan ini mengharuskan penerapan pola strategi pelayanan yang akan
dilaksanakan sehingga dapat menjawab permasalahan yangy-dihadapi dan
merupakan tantangan bagi pelaksana kebijakan apakal, mampu menerapkan
kepercayaan masyarakat dan mengesampingkan, “kepentingan pribadi untuk

melaksanakan pelayanan publik secara optimad.

Aparatur pemerintah yang mengesampingkan kepentingan pribadi mempunyai
tujuan agar tugas dan kewajibdn yang dilakukannya demi untuk kepuasan dan
kepentingan masyarakat sebagaimana pendapat Napitupulu (2007:150) pelayanan
publik harus memeénuhiv hak masyarakat sepenuhnya dan semua itu harus

dilaksanakan demi-kepuasan masyarakat.

Dengan Jnemperhatikan tujuan pelayanan publik yaitu melayani masyarakat
agar masyarakat menjadi puas, perlu dibuat konsep unsur kebijakan publik yang
mendasari pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu: 1) tujuan kebijakan dan 2) alat
untuk mencapai tujuan tersebut. Keduanya merupakan kebijakan yang dapat

mempengaruhi mekanisme perekonomian masyarakat (Mustopadidjaja, 2002:4-6).
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Tujuan kebijakan pada dasarnya mengatur agar masyarakat mendapatkan
perlindungan, perataan kesempatan, penghargaan dan kepuasan dengan
menerapkan biaya minimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal
yaitu pelayanan prima bagi masyarakat. Konsep kebijakan yang telah disusun
dengan cermat dilanjutkan dengan melaksanakan tahap-tahap perumusan
kebijakan publik yang merupakan rangkaian kegiatan yang™terdiri dari: a)
penyusunan agenda permasalahan; b) penyusunan formulasi dan legitimasi
kebijakan; c) penetapan kebijakan; d) implemeritasi’ kebijakan; e) evaluasi

kebijakan dan f) rekomendasi kebijakan.

Dengan memperhatikan tahapan tersebut” kebijakan publik merupakan arah
tindakan yang mempunyai tujudn yang telah ditetapkan oleh aktor-aktor pembiat
kebijakan dalam rangka méngatasi masalah bersama (Common Problem). Peranan
actor dalam proses/pengambilan kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa
kebijakan publik tidak‘cukup hanya ditetapkan dan dinyatakan oleh _aria pembuat
kebijakan tetapi~harus diwujudkan dalam tindakan konkrit dengan maksud dan
tujuan untuk kepentingan masyarakat, berhubungan dengan tujuan organisasi yang
memprioritaskan terhadap kepuasan dan kepentingan masyarakat. Untuk
melaksanakan kebijakan diperlukan aktifitas yang merupakan bentuk operasional
aparatur pemerintah. Operasionalisasi aparatur dalam menunjang pelaksanaan
kebijakan berkaitan dengan peningkatan proses pengembangan aparatur

pemerintah dibidang pendidikan dan pelatihan.
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Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap sangat diperlukan untuk
melaksanakan tugas sesuai dengan beban tugas yang diberikan. Dengan
peningkatan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, mengakibatkan proses
kebijakan publik dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan kebijakan
sebagaimana dikatakan oleh Agustino (2006:153-154), implementasi kebijakan

menyangkut tiga hal yaitu tujuan, aktifitas dan hasil kebijakan.

Tindakan  pemerintan  meningkatkan  pelayanan’ ~ publik  dengan
mengimplmentasikan kebijakan publik pada dasarnya.adalah suatu tindakan yang
dilakukan pemerintah baik secara individusnaupur berkelompok untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Keputusan kebijakan
tersebut dapat berupa Undafg-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan
Presiden, Peraturan Daeraii)) Keputusan Bupati, Penetapan program dan

sebagainya.

Keterkaitansaparatur antara satu dengan yang lainnya dapat melaksanakan
kebijakan, publik disebuah organisasi mengakibatkan pemerintah dapat menilai
dan memberikan penghargaan kepada organisasi yang bekerja secara harmonis
dibidang pelayanan kebijakan publik. Pelayanan publik menurut pengertian umum
berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana
pada KEP-MENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, Pelayanan publik adalah

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan
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publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maksud dari pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah dalam rangka pemenuhan hak-hak maupun kebutuhan dasar
masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Dalam kamus besar Bahasa
Indonesia pelayanan sebagai hal, cara atau hasil pekerjaan melayani. Istilah publik
berasal dari Bahasa Inggris yaitu public yang berarti umum, masyarakat, Negara,
oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagdi setiap”kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulah.atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan

meskipun hasilnya tidak terikat4dada‘suatu produk secara pisik.

Pelayanan publik oléh’apgratur pemerintah akan menentukan baik buruknya
pelayanan kepada‘niasyafakat dan pada gilirannya akan menentukan citra dari
aparatur dapn_Kewibawaan Negara. Upaya peningkatan kwalitas pelayanan publik
perlu ditakukan melalui pembenhan berbagai aspek antara lain kelembagaan,
kepegawaian, tatalaksana, akuntabilitas, dan pengawasan guna menghasilkan
pelayanan publik yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman,

berkeadilan dan akuntabel.

Keinginan mencapai pelayanan prima dalam pelaksanaan proses pengurusan

KTP dan KK harus memperhatikan tata laksana administrasi yang meliputi
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kecermatan, kepastian, Kketelitian, keakuratan, ketepatan waktu, akuntabel,
keadilan dan tidak diskriminatif. Kegiatan administrasi ini untuk mencapai
keberhasilan dari tujuan yang diinginkan bahwa birokrasi yang demokrasi akan
berhasil apabila memperhatikan kondisi pasar dengan melihat tingkat kemampuan

masyarakat untuk menerima kebijakan tersebut.

Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pelayanan pengurisan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dilandasi,dengan konsep efektifitas,
efisiensi dan produktifitas dari tingkat sumberdaya.aparatur pemerintah dalam
memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Penekanan pelayanan _ariab
terletak pada manajemen peningkatantkualitas dan kuantitas sumberdaya manusia
dan peningkatan efektifitas, efisiens) dan produktifitas dari lembaga pemerintah
sebagai pelayanan masyarakat, sebagaimana dinyatakan oleh Napitulu (2007:150),
pelayanan publik adalah“suatu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hak asasi

masyarakat secaratuas.

Tujuan_pelayanan publik menitikberatkan pada tingkat kepuasan masyarakat
dan merupakan upaya pemenuhan hak asasi manusia yang harus diperhatikan oleh
organisasi pelayanan publik sebab pelayanan publik merupakan bagian dari tujuan
kinerja sebuah organisasi pemerintah. Pemenuhan hak asasi manusia tersebut
dilakukan oleh aparatur pelaksana pelayanan publik. Untuk melakukan
pekerjaannya, aparatur pemerintah memerlukan sarana dan prasarana yang

menunjang keberhasilan pekerjaan pelayanan publik, karena faktor-faktor yang
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mempengaruhi keberhasilan untuk mencapai tujuan kinerja dipengaruhi oleh
teknologi, materi, kualitas lingkungan fisik, budaya organisasi, kepemimpinan dan

manajemen sumberdaya manusia.

Selain dari pemenuhan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pekerjaan
tersebut, tingkat kinerja aparatur pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh
internal dan eksternal. Peranan faktor Internal dan Ekstérnal tersebut dapat
menyebabkan kinerja aparatur pemerintah tidak optimal, sebagaimana dikatakan
oleh Tangkilisan (2007:180-182), kinerja aparatdr sangat dipengaruhi faktor luar
dan faktor dalam, pengaruh ini dapat mengékibatkan belum optimalnya pekerjaan

aparatur pada sebuah organisasi.

Akibat yang ditimbulkan ‘apabila pekerjaan pelayanan publik tidak optimal
dapat mengakibatkan 4masyardkat yang memerlukan pelayanan publik tidak
merasa puas sehihgga-memerlukan tambahan pengetahuan tentang asas-asas
pelayanan publik:vASas-asas pelayanan publik berdasarkan pendapat Ratminto dan
Winarsif, (2007:19-20), untuk memberikan pelayanan publik yang memuaskan
harus memenuhi: 1) transparansi; 2) akuntabilitas; 3) kondisional; 4) partisipatif;

5) kesamaan hak dan 6) keseimbangan hak dan kewajiban.

Dengan memperhatikan asas-asas tersebut penyelenggaraan pelayanan publik
harus memenuhi prinsip kesederhanan, kejelasan tekhnis dan kepastian waktu,

keamanan dan tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kedisiplinan,
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kesopanan dan keramahan serta kenyamanan masyarakat pada saat masyarakat
menunggu pelayanan yang dibutuhkan. Pemenuhan prinsip pelayanan publik
selanjutnya ditetapkan dengan menetapkan standar pelayanan publik yang

pelaksanaannya harus memperhatikan:

1) Prosedur pelayanan, dengan menerapkan prosedur operasioanl standar.
2) Waktu penyelesaian, yang tepat waktu.

3) Biaya pelayanan, sesuai dengan ketetapan.

4) Produk pelayanan, sesuai dengan ketentuaq.

5) Sarana dan prasarana, peralatan haras memadai untuk memudahkan pelayanan
publik.

6) Kompetensi petugas peniberi pelayanan, ditetapkan berdasarkan pengetahuan,
keahlian, keterampian; sikap dan prilaku yang dibutuhkan.

Standar pelayanan/publik tersebut ditetapkan dengan tujuan memberikan
kepuasag-kepada masyarakat. Sebagai aparatur pelaksana pelayanan publik
bukariberarti sepenuhnya kepentingan umum diatas segala-galanya sehingga
tidak menghormati lagi kebutuhan dan mengabaikan kepentingan pribadi.
Pelayanan publik sebagaiman pendapat Moenir (2006:12) timbul karena
adanya rasa cinta, kasih sayang, tolong menolong dan berbuat baik kepada

publik yang memerlukan
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Sifat saling memerlukan dan menghargai hak asasi manusia tersebut
merupakan salah salah satu bentuk pelaksaan good governance di pemerintahan
yang dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi
pelayanan prima. Waluyo (2007:127-128) mengatakan bahwa pelayanan yang
baik membutuhkan instruktur yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik diberikan /keleluasaan kepada
Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang. NMapior 32 tahun 2003 tentang
Pemerintahan Daerah yang merubah sentralisasiKe desentralisasi dengan harapan
pemerintah daerah dapat membangun(masyarakatnya dan dapat mendekatkan diri
kepada masyarakat yang memeérlukan pelayanan publik. Koswara dan Waluyo
(2007:147) menyebutkan bakWwa fungsi pemerintah dapat memberikan pelayanan
kepada masyarakat/yang. lebih baik, membuat masyarakat lebih mandiri dan
menghidupkansdémokrasi serta terlaksananya pembangunan untuk kesejahteraan

masyarakat.

Setelah dilakukan proses pelaksaaan implementasi kebijakan publik, tahapan
selanjutnya adalah melakukan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan ini
merupakan bagian akhir dari proses kebijakan yang dipergunakan untuk
mengetahui sebab-sebab kegagalan dan keberhasilan penerapan kebijakan

tersebut. Menurut Lester dan Stewart dalamdari penerapan Winarno (2007:226),
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evaluasi kebijakan untuk mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan yaitu

keberhasilan atau kegagalan dari penerapan kebijakan tersebut.

Menurut Wibawa et, al (1994:9) evaluasi kebijakan untuk mengetahui empat
aspek yaitu; a) proses pembuatan; b) proses implementasi; c¢) konsekuensi
kebijakan dan d) efektifitas dampak kebijakan. Evaluasi proses pelaksanaan
kebijakan publik dibidang kependudukan khususnya pengurusan KTP dikantor
Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu, yang difakukan penelitian dengan
harapan hasil dapat dipergunakan untuk mémberikan rekomendasi kepada
pemerintah dengan harapan agar kebijakan4engurusan KTP di kantor Kecamatan
Jongkong selanjutnya akan lebih meningkatkan kepentingan pelayanan demi
pemenuhan hak asasi manusia.

Hasil evaluasi bukan.-erarti menimbulkan pemaksaan kembali pada
masyarakat, sebab/masyarakat pada dasarnya sudah dapat memilih yang
dikehendakinya, dan dparat birokrasi tidak dapat memaksa kebijakan tersebut
(Kannan dariPillai 2001:10-12). Dengan mendiskriftifkan evaluasi kebijakan
memerlukan langkah-langkan evaluasi sebagaimana dikatakan oleh Suchman
dalam Winarno (2004:169) terdapat enam langkah dalam melaksanakan evaluasi
kebijakan yaitu, (1) mengidentifikasi tujuan program (2) analisa masalah (3)
diskripsi dan standarisasi kegiatan (4) pengukuran terhadap perubahan (5)
perubahan tersebut dari yang diamati atau dari akiabat lainnya dan (6) membuat

evaluasi untuk dampak yang ditimbulkan.
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Berdasarkan enam langkah evaluasi tersebut, untuk mengetahui evaluasi
implementasi kebijakan publik dibawah ini terdapat beberapa model implementasi
kebijakan menurut Wibawa (1994:19-28) sebagai berikut:

1. Model Meter dan Horn
Kebijakan menekankan pada sasaran tertentu yang akan dicapai,
kebijakan menuntut adanya ketersediaan sumiberdaya, adanya
komunikasi antar organisasi dan aktifitas pengukuhan, karakteristik
birokrasi pelaksana. Organisasi pelaksanawnemiliki enam unsur yaitu;
a. kompetensi dan jumlah agaratur;” b. rentang dan derajat
pengendalian; c. dukungan politik; d. kekuatan organisasi; e.
keterbuakaan dan kebebaSan-berkomunikasi dan f. keterkaitan dengan
pembuat kebijakan.

2. Model Grindle
Implementast” kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks
implementasinya, isi kebijakan mencakup; a. kepentingan; b.
jenis/manfaat yang dihasilkan; c. derajat perubahan yang diinginkan;
d. kedudukan pembuat kebijakan; e. siapa pelaksana program dan; f.
sumberdaya yang dimiliki. Sedangkan konteks kebijakan meliputi; (1)
kekuasaan; (2) karakteristik lembaga daan penguasaan; (3) kepatuhan

serta daya tanggap pelaksana.
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3. Model Sabatier dan Mazmanian
Kerangka berpikirnya adalah sebuah implementasi kebijak akan efektif
apabila birokrasi pelaksananya mematuhi apa yang telah digariskan

oleh peraturan, model ini disebut model Top Down.

Pimpinan institusi di berbagai level mempunyai hak yang melekat dalam
jabatannya. Hak-hak tersebut antara lain melakukan kegiatan politik dalam
kapasitas sebagai pengatur dan pengelola wilayah tutorial kekuasaannya. Kegiatan
politik antara lain yaitu dengan menerbitkan berliagai, formulasi kebijakan publik
yang tidak bertentangan dengan hukum positif yang lebih tinggi.

Berbagai keputusan yang dilakukaf.etgeh pimpinan demi dan atas nama rakyat
tidak terlepas dari landasan rasional dan referensi akademis berupa teori-teori,
sehingga keputusan tersebut-figrupakan suatu kebijakan yang benar-benar dapat
mewakili Kkeinginasi dan ~kehendak publik. Wahab (2004:19) antara lain
mengemukakan, teefi formulasi kebijakan publik rasional komprehensif dengan
syarat-syarat aitu a. masalah yang dapat dibedakan atau dibandingkan dengan
masalah-masalah lain, b. ada tujuan dan tujuan itu memungkinkan untuk
dirangkingkan, c. alternatif pemecahan masalah telah dibuat sebelumnya, d
akibat-akibat yang ditimbulkan oleh setiap alternatif telah diperhitungkan untung
ruginya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka syarat penting bagi formulator dan

berikut produk formulasinya yaitu adanya kejelasan dalam mengidentifikasi
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masalah yang akan diformulasikan, adanya tujuan yang ingin dicapai, telah dibuat
alternatif pemecahan masalah dari formulasi kebijakan itu dan formulator boleh
memilih akibat-akibat yang terendah sehingga dapat secara optimal tercapainya
tujuan atau sasaran yang telah digariskan.

Nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman oleh formulator dalam
memformulasikan suatu kebijakan publik menurut Andersomdalam Wahab
(2004:26) dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu &) ilai politik, b) nilai
organisasi dan c) nilai ideologis. Selain itu aktor_ yawg berperan penting dalam
proses formulasi, menurut Charles O. Joné€s dalamh Wahab (2004:29) ada 4
(empat) golongan yaitu 1) golongan rasionalis; 2) golongan teknisi, 3) golongan
inkrementalis dan 4) golongan reforiis.

Sehubungan dengan pepelitian“ini maka pendapat-pendapat tersebut dapat
dipahami sebagai landasan. aplikasi seorang aktor formulasi kebijkan publik,
untuk memperhatikan’“secara sungguh-sungguh tentang nilai-nilai produk
formulasi tersebut” Oleh karena itu setiap keputusan yang dikeluarkan sebagai
suatu kebijakan publik harus memuat tiga nilai penting yaitu politik, organisasi
dan ideologis.  Adapun aktor penting dalam formulasi adalah pimpinan
kecamatan, para Cendikiawan, Lembaga Sosial Masyarakat dan tokoh-tokoh
berpengaruh di lokasi penelitian, para mahasiswa dan akademisi yang memahami
betul persoalan formulasi.

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut-paut

dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-
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prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia juga
menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari
suatu kebijakan (Grindle 1980 dalam Wahab, 2004:59). Oleh karena itu menurut
Udoji (1981:32) bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting
bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-
kebijakan akan sekedar berupa impian atau renacana bagus yarg-tersimpan rapi
dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Implementasi dari suatu formulasi kebijakan tidakyarang mengalami hambatan
bahkan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini Afdrew Dunsire (1978) menamakan
dengan implementation gap, suatu istilah yang dimaksudkan untuk menjelaskan
suatu keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan
terjadinya perbedaan antara-apa yang diharapkan dalam formulasi dengan apa
yang senyatanya dicapaidi.tataran implementasi. Walter Williams (1971:1975)
menambahkan penjelasan dengan implementation capacity yaitu kemampuan
organisasi atatLinstitusi maupun para aktor implementor dalam melaksanakan dari
berbagai kebijakan, keberhasilannya akan banyak bergantung kepada kemampuan
yang disertai oleh komitmen para aktor serta kondisi intenal.

Oleh karena itu (Briam W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, 1978:1986) telah
mempersyaratkan  agar sebuah  formulasi  kebijakan  publik  dapat
diimplementasikan secara sempurna (perfect implementation) maka harus ada 10
syarat penting yang harus dipenuhi oleh implementor, sebagai berikut: (1) Kondisi

eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan menimbulkan
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gangguan/kendala yang serius, (2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan
sumber-sumber yang cukup memadai, (3) Perpaduan sumber-sumber yang
diperlukan benar-benar tersedia, (4) Formulasi kebijakan yang akan
diimpelemntasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal, (5)
Hubungan Kkausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubungnya, (6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil;»Z) Pemahaman
yang mendalam atas kesepakatan dan tujuan kebijakan, (8), Fugéas-tugas diperinci
dan ditempatkan dalam urutan yang tepat, (9) Kaonunikasi dan koordinasi yang
sempurna dan (10) Pihak-pihak yang memiliki-wewenang dan kekuasaan dapat
menuntut dan mendapatkan kepatuhan.yang ‘sempurna. Selain itu, Rodgers dan
Bullock 1980 (dalam Wahab,, 2004:105) menjelaskan bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan publikidipersyaratkan: (a) Materi formulasi kebijakan itu
mudah dideteksi jika <terjad)r”pelanggaran dan punya kekuatan hukum untuk
menyeret pelakunya ke’ pengadilan, (b) Tersedia sanksi-sanksi yang jelas untuk
menghukum~terhadap pelanggaran, (c) Adanya legitimasi kelompok sasaran
kebijakarn.diimplementasikan, dan (d) Tersedianya ongkos/beban terhadap
kelompok sasaran yang patuh.

Berdasarkan pendapat para fakar implementasi di atas, maka penelitian ini
berusaha untuk fokus kepada persyaratan suatu implementasi yang sempurna
yaitu: Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan
menimbulkan gangguan/kendala yang serius, untuk pelaksanaan program tersedia

waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai, formulasi kebijakan yang akan
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diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal,
hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubungnya dan menciptakan komunikasi dan koordinasi yang sempurna serta
pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan dapat menuntut dan
mendapatkan kepatuhan yang sempurna, peraturan yang ditetapkan punya
kekuatan hukum, sanksi-sanksi yang jelas dan adanya legititpasin kelompok
sasaran serta penyediaan alokasi dana.

Secara rinci berdasarkan pendapat Thoha,nDharma (1999:86) faktor
pendukung pemerintahan yang good gavernance yang ada hampir semua
tingkatan pemerintahan terutama..pemerintahan kecamatan (studi kasus
kecamatan yang ada di pulau Jawg)-adalah:

1. Aparatur yang bersib-dan berwibawa

2. Aparatur dengafi prefesionalitas yang memadai

3. Aparat yang, cepat, tepat, tanggap terhadap problem aktual

4. Aparatur, “yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat

5. Pemimpin aparatur yang berkualitas dan kredibel

6. Pemimpin yang selalu menjalin kerjasama dengan pihak lain

7. Pemimpin dan aparatur yang memihak kepada kepentingan publik
Berdasarkan pendapat di atas, bila dikaitkan dengan realitas pemerintahan tingkat
kecamatan, merupakan suatu indikasi yang bersifat homogen dalam berbagai

elemen pemerintahan sejak pusat sampai daerah yang mempunyai peluang yang
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hampir tidak berbeda dalam menginventarisir faktor-faktor pendukung
pengimplementasian prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang  good
governance.

Aparatur yang bersih dan berwibawa, profesionalitas yang memadai, responsif
terhadap problem aktual, penerapan pelayanan prima, pemimpin yang kredibel
dan menjalin kerjasama dengan pihak lain serta  kebérpthakan kepada
kepentingan publik. Keseluruhannya itu adalah merupakamkeharusan bagi aparat
birokrasi kecamatan untuk diimplementasikan dalaniangka responisasi terhadap
stimulusasi terhadap isu global paradigma daru pemerintahan yang berprinsip
good governance.

Goran Hyden 1992, dalam Dwipayana, Ari dan Sutoro Eko (2003:10), secara
konprehensif mengidentifikasi®3 (tiga) dimensi besar kelemahan dalam konteks
pengimplementasian pfinsip._pengelolaan pemerintahan yang good governance,
yaitu kelemahan pada“dimensi aktor, dimensi struktural dan kelemahan pada
dimensi empixik,

Dimensi/aktor mencakup kekuasaan dan, kewenangan. Dimensi struktural
mencakup elemen-elemen seperti ketulusan (compliance), kepercayaan (trust),
akuntabilitas dan inovasi. Dimensi empirik mencakup tiga elemen utama yaitu
pengaruh warga negara, kultur lokal serta kepemimpinan yang responsif dan
bertanggungjawab. Pengaruh warga negara bisa diukur dari tingkat partisipasi
politik, perangkat artikulasi dan akuntabilitas publik. Kepemimpinan yang

responsif dan bertanggungjawab menunjuk pada sikap pemimpin politik pada
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perannya sebagai kepercayaan publik. Indikatornya mencakup tingkat
penghormatan pemimpin pada publik, tingkat keterbukaan pembuatan kebijakan
publik dan tingkat ketaatan pada rule of law.

Kultur lokal menunjuk pada derajat kesetaraan politik dalam masyarakat,
tingkat toleransi antarkelompok dan tingkat keterbukaan dalam organisasi-
organisasi sosial. Hyden lebih jauh menjelaskan bahwa hambatan implementor
dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang good governance yaitu dimensi
aktor, struktural dan empirik sebagai paradigma hard good governance belum
mampu menyikapi secara profesional karéna rmasih kuat dipangaruhi oleh
paradigma lama.

Berdasarkan review pendapat) ti. atas terbentang benang merah suatu
kelemahan yang berpotensi-sehagai penghambat prosesasi pengimplementasian
prinsip pengelolaan pemerintahan yang good governance. Kelemahan sekaligus
hambatan tersebut ‘dialémi oleh semua tingkat dan level pemerintahan termasuk
pemerintahan-padaievel kecamatan.

Kelemahan pada dimensi aktor yaitu kurangnya legitimasi publik, lemahnya
SDM, kurang responsif terhadap isu aktual, palayanan yang kurang memuaskan
dan sebagainya. Kelemahan pada sektor struktural yaitu kuatnya pengaruh
paradigma lama dan keterikatan terhadap aturan internal yang membentuk
personil berpola pikir sektoral. Dimensi empirik menunjukkan suatu sinyal
kelemahan dan berakibat pada terhambatnya proses implemntasi good governance

yaitu kondisi objektif suatu wilayah dengan berbagai kultur lokal yang berbeda
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sehingg berakibat lamban dan sulit menerima perubahan sosial dan tata
kepemerintahan. Hal ini merupakan virus potensial bagi pemerintah kecamatan
dalam mengimplementasikan program yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat yang kental menjaga dan memelihara nilai-nilai kultural. Suatu
perubahan tidak mudah memperoleh legitimasi dalam suatu wilayah karena
kefanatikannya terhadap prinsip kultural lokal masih dominan.

Pola interaksi dan kolaborasi antara pemerintah “\dan ~swasta maupun
masyarakat yang sering disebut dengan istilah “kemitrgan’’ telah banyak dilakukan
di berbagai sektor. Pola pengembangan progrdm~ pada umumnya diarahkan untuk
menemukan bentuk yang tepat dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan
dalam masyarakat, atau mungkin Juga dalam rangka menemukan format baru
dalam menyelenggarakan pemexintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Dewasa ini di Indofiesta.sejalan dengan komitmen nasional untuk melakukan
transformasi hukum™dan teformasi di segala bidang, maka Soedarmayanti
(2004:23) amenjelaskan bahwa bentuk kemitraan yang dicanangkan adalah
kemitraan.tiga arah yaitu kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat
madani. Ketiga unsur itu berkolaborasi dalam penyusunan peraturan peraturan
perundang-undangan, pengendalian dan pengawasan jalannya pemerintahan oleh
masyarakat dan swasta, penyelenggaraan program pembangunan dan pelayanan
publik maupun dalam pengelolaan bersama sarana dan prasarana publik antara
pemerintah, swasta dan masyarakat. Kooiman (dalam Soedarmayanti, 2004:24-

25) menjelaskan pula bahwa paradigma pola pemerintahan yang diselenggarakan
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di Indonesia khususnya, yaitu perubahan dari pola tradisional atau konvensional
menjadi pola baru yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, dengan swasta
dan masyarakat, atau lebih dikenal dengan pergeseran paradigma dari pemerintah
(government) menjadi kepemerintahan (governance) sebagai interaksi sosial
politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam menghadapi berbagai
kontemporer yang demikian kompleks, dinamis, dan ‘eraneka ragam.
Soedarmayanti  (2004:24) Proses demokratisasi politik \,dan pemerintahan
Indonesia saat ini dalam membangun konsep good ‘governance, telah dilakukan
dalam dua komitmen, yaitu profesionalisme aparattirdalam pelayanan publik dan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotismg atau KKN (good governance and
clean governance).

Kesimpulan pendapat Soedarmayanti (2004:28) bahwa kiat membangun
pemerintahan yang baik (geod-governance) di setiap level institusi adalah:

1. Membangui kefriitraan segi tiga berkolaborasi yaitu pemerintah, pihak

swasta.darimasyarakat madani.
2. Memibangun prinsip profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik.
3. Membangun komitmen bersama seluruh elemen publik untuk

pemberantasan KKN.
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B. Kerangka Berpikir

IMPLEMENTASI PRINSIP
GOOD GOVERNANCE

KTP

Syarat Implementasi kebijakan dapat terpenubi” tetagt tetap dipenggaruhi
adanya pengaruh sumberdaya yang dimiliki orgaiisasi. Indikator untuk melihat
peranan sumberdaya aparatur pemerintali dapat”berfungsi dengan baik apabila
mendapat dukungan dari aparatur pelaksana, mendapatkan informasi yang benar
tentang mekanisme pembuatag’ KT P, Sehingga hak-hak masyarakat dalam rangka
pemenuhan kebutuhan dasar sesdai perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan
publik oleh aparatu/ pemierintah akan menentukan baik buruknya pelayanan
kepada masyarakat dan pada gilirannya akan menentukan citra dari aparatur dan
kewibawaari aparatur pemerintah. Upaya peningkatan kwalitas pelayanan publik
perlu dilakukan melalui poembenahan berbagai aspek guna menghasilkan
pelayanan publik yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman,
berkeadilan dan akuntabel.

Keinginan mencapai pelayanan prima dalam pelaksanaan proses pengurusan KTP
harus memperhatikan tata laksana administrasi yang meliputi kecermatan,

kepastian, ketelitian, keakuratan, ketepatan waktu, akuntabel, keadilan dan tidak
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diskriminatif. Kegiatan administrasi ini untuk mencapai keberhasilan dari tujuan
yang diinginkan bahwa birokrasi yang demokrasi akan berhasil apabila
memperhatikan kondisi pasar dengan melihat tingkat kemampuan masyarakat
untuk menerima kebijakan tersebut.

Proses adaptasi terhadap konsep global dalam pengelolaan pemerintahan
sebagai bagian dari perubahan cara pandang masyarakat dunia‘dalam mengakses
melinium ketiga yaitu konsep good governance. Khusu$,di, Iridonesia disadari
bahwa konsep good governance sebagai suatu konsep yang masih relatif muda,
maka kerangka berpikir ini lebih di arahkan pada peridiskripsian terhadap realitas
empiris pelayanan umum di bidang kependudukan yang menyangkut urusan KTP
dilihat dari implementasi prinsip-prinsip good governance di Kecamatan
Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:

1. Prinsip Supremési/Hukam.

2. Prinsip Keadilari.

3. Prinsip.Remiokratisasi.

4. Prnsip Partisipasi.

5. Prinsip Transparansi.

6. Prinsip Profesionalitas.

7. Prinsip Efektifitas.

8. Prinsip Efisiensien.
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C. Defenisi Konsep dan Operasional

1. KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang harus dimiliki setiap warga Negara
yang telah memenuhi syarat untuk memilikinya sesuai perundang-undangan
sebagai bukti identitas diri.

2. Prinsip Pemerintahan yang good governance adalah prinsip pemerintahan
yang baik dengan memprioritaskan pada proses pengeloladan. pemerintahan
yang demokratis, professional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak
asasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparan,/bersih dan akuntabel,
selain berdaya guna, berhasil guna, jugaderorientasi pada peningkatan daya

saing bangsa.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40843.pdf

52

BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan kegunaan metode penelitian, maka metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode diskriftif analitik kualitatif. Metode diskriftif
digunakan untuk menggambarkan status kelompok manusia, Stiatu, obyek, suatu
kondisi system pemikiran, suatu peristiwa pada suaty, “masa yang sedang
berlangsung.

Tan (dalam Koentjaraningrat, 1984:29), smenjelaskan bahwa penelitian
dekriftif, menggambarkan secara tepat.sifat suatu individu, keadaan, gejala atau
kelompok tertentu, atau untuk menepiukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala
dan gejala lain dalam masyarakat. Menurut Martodirdjo (1991:74), tujuan
penelitian deskriftif dntuk. menggambarkan dan memahami perilaku suatu
masyarakat sebagaimana adanya dalam kontek keutuhan atau satu kesatuan yang
bulat. Dengan.temikian metode penelitian deskriftif ini dipandang cocok untuk
menggambaikan berbagai perubahan _egati yang terjadi pada kehidupan
masyarakat di Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu.

Metode diskriftif dikelompokkan kedalam beberapa jenis, seperti survey,
penelitian tindakan, studi pustaka dan studi kasus. Adapun yang digunakan dalam
penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Garna (1999), studi kasus bertujuan
untuk mempelajari secara mendalam mengenai kehidupan nyata manusia,

termasuk segala apa yang berada di belakang pola sikap dan tindakannya sebagai
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manusia biososial. Kuper (1996:97), studi kasus digunakan secara meluas dan
bervariasi di hampir semua disiplin ilmu sosial, yang mengacu pada prinsip
pengorganisasian dan metode penelitian social. Studi kasus dalam kontek ini
mementingkan kedalaman, lebih spesifik, bersifat _holistik dan menyeluruh
dengan tujuan memahami konteks dalam situasi yang berlangsung.

Sejalan dengan itu, maka proses studi kasus adalah data dikumpulkan, dan
dipadukan dalam proses analisis, serta disajikan sedemikian rupa untuk
mendukung tema utama yang diteliti yaitu perubahan _sosial masyarakat
Jongkong dan dan aparatur di kantor Camat Jahgkong Kabupaten Kapuas Hulu.

Menurut Nasution (1996:52) penelitian pendekatan kualitatif pada hakekatnya
mengamati orang-orang dilingkungabnya; berinteraksi dengan mereka, berusaha
memahami dunia empiriknya, \memahami bahasa dan menafsirkan tentang dunia
sekitarnya. Dengan démikian secara umum penelitian pendekatan kualitatif,
adalah prosedur penelifran yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata,
atau kesan darigrang dan pelaku yang diamati.

Menurut/Bogdan dan Taylor, dalam Moleong (2000:3), mengidentifikasikan
“metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang
dapat diamati”.

Berdasarkan pendapat tersebut maka jenis penelitian deskriptif dengan metode
kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk mencari data dalam bentuk:

1. Tulisan-tulisan atau dokumen
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2. Lisan atau hasil wawancara langsung kepada informan

3. Prilaku yang diamati atau kondisi objektif di lapangan penelitian.
B. Langkah-langkah Penelitian
1. Penelitian Pustaka
Untuk menemukan pendapat, perspektif dan teori, melalui penelitian pustaka
ini peneliti memperoleh data dan informasi tentang hal-haiyyang berkaitan
dengan masalah penelitian, dengan cara mengumpuikan dan membaca
sejumlah bahan tertulis seperti buku-buku teks, jurnal,” egative , dokumen
pemerintah daerah serta arsif-arsif, baik dikkantor-kecamatan maupun di kantor
kabupaten, di perpustakaan Universitas Tanjungpura, Perpustakaan Progam
Strata 2 llmu-llmu Sosial dan ‘Perplstakaan Pemerintah Daerah Kalimantan
Barat.
2. Penelitian Lapangan

Good governance yang dicanangkan oleh pemerintah kepada semua _egati
pengelola-barigsa ini baik instansi sentralistik maupun instansi dan dinas
otonom~di daerah, diinstruksikan untuk melakukan kegiatan kantor dalam
urusan yang bersentuhan dengan masyarakat hendaknya melaksanakan
prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik ((good governance)
Penelitian tesis ini di laksanakan pada pemerintahan kecamatan Jongkong
Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian lapangan ini bermaksud untuk
mendeskripsikan fenomena dan isu yang berkembang mengenai lemahnya

prinsip-prinsip good governance di kantor yang dimaksud. Penelitian
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lapangan ini diharapkan dapat mengklarifikasikan terhadap fenomena dan isu
untuk dibuktikan benar tidaknya sesuai proporsi peneliti yang menitik
beratkan pada nilai keilmiahan.

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan menentukan langkah-langkah

sebagai berikut:
a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi sasaran penelitian” ini adalah Kantor
Kecamatan Jongkong Kabupaten <Kapuds™ Hulu yang terindikasi
lemah dalam mengimplemeptasikariparadigma baru prinsip good
governance yang telah divakukan oleh Menteri Aparatur Negara
sejak era reformasi‘tahun1998. Penelitian ini ingin mengetahui data
sesungguhnya.yang  terjadi dalam mengimplementasikan prinsip-
prinsip/ good governance pada Kantor Kecamatan Jongkong

kabupaten Kapuas Hulu..

b."ySumber Informasi
Sumber informasi dalam penelitian ini berjumlah 7 orang terdiri dari
Camat, Staf Camat, satu Tokoh Agama dan empat orang masyarakat.
C. Teknik dan Alat Pengumpul Data
1. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah

teknik wawancara. Teknik wawancara adalah suatu teknik
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pengumpulan data dari informan dengan cara mengajukan sejumlah
pertanyaan kepada informan, dengan menggunakan pedoman
wawancara dan wawancara dilakukan secara mendalam. Menurut
Suhartono (1995:65), “Wawancara adalah pengumpulan data dengan
mengajukan  pertanyaan secara langsung oleh pewawancara
(pengumpul data) kepada informan. Jawaban-jawabatiinforman dicatat
atau direkam dengan alat perekam yaitu tape ‘reeorder”. Tujuan dari
penggunaan teknik wawancara merupaKan ~konfirmasi informasi
dengan informan mengenai objek yang ditéliti.
2. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakaniuntik pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah pedoman~wawancara. Dalam pedoman wawancara, peneliti
sudah  meturhuskan  pertanyaan-pertanyaan dan  memberikan
kesempatan/kepada informan untuk memberikan jawaban atau
kementar seluas-luasnya terhadap permasalahan yang diteliti.

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi, data atau
keterangan sesuai apa Yyang diinginkan oleh seseorang Yyang
memerlukan informasi tersebut. Menurut Suharsini (1993), “Informan
adalah orang-orang yang ditentukan atau dipilih untuk memberikan
jawaban baik tertulis melalui kuesioner maupun lisan melalui
wawancara, sehingga dapat diperoleh informasi yang berkenaan

dengan objek penelitian”. Pada penelitian ini peneliti memilih
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informan secara _egative_ yaitu informan yang telah ditentukan lebih
dahulu sebelum mengadakan penelitian. Informan yang peneliti pilih
yaitu informan yang dapat memberikan informasi secara akurat tentang
proses formulasi dan implementasi good governance di Pemerintahan
Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu.
1. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara menyederhanakan-data agar mudah
dipahami serta mudah ditafsirkan oleh.perbaca untuk diambil suatu
kesimpulan. Menurut Singarimhups dan Effendi (dalam Rahim,
2002:20) bahwa analisis data mertpakan proses penyederhanaan data
ke dalam bentuk yang mudab dibaca dan diinterprestasikan.

Adapun teknik anafisis data yang peneliti gunakan adalah teknik
kualitatif yattu“teknik analisis data tanpa menggunakan rumus-rumus
statistiky, Ménurut Miles dan Huberman (dalam Rasyid, 2000:69)
hahwa teknik yang dipergunakan dalam analisis data kualitatif ada tiga
langkah sebagai berikut: a. Reduksi data, b. Display data, c.
Mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan pendapat di atas maka langkah-langkah analisis data

dalam tulisan ini sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40843.pdf

58

a. Reduksi Data
Data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian
kemudian dipilih hal-hal yang pokok yang mengarah kepada _egat
penelitian. Tujuan mengadakan reduksi data adalah untuk
memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian serta

dapat memberikan data terhadap _egat yang diteliti;

b.  Display Data
Display data dapat diartikan ~Sebagai” suatu usaha untuk
menginformasikan  suatu ~dafa, Secara terorganisir, Yyang
memungkinkan  untukK™__ dilakukan  penarikan  kesimpulan,
pengambilan tindakah/dan merupakan bagian data yang ada dalam

analisis (Rasyid, 2002:70)

c. TekniK Perneriksaan Keabsahan Data
Menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data.
Pemeriksaan data dapat dilakukan dengan cara perpanjangan
keikutsertaan, ketekunan, kejadian kasus _egative, dan pengecekan

anggota (Moleong, 1996:175).
2. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi dan penarikan kesimpulan didefinisikan sebagai
penarikan arti dari data yang dikumpulkan dengan melibatkan

pemahaman penelitian (Rasyid, 2002:124). Sejak semula
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melakukan penelitian diusahakan untuk mencari makna data yang
dikumpulkan, untuk itu perlu dicari pola, tema, hipotesis dan
sebagainya sehingga peneliti mengambil kesimpulan dari data yang

diperoleh di lokasi penelitian.

Berdasarkan langkah-langkah penelitian di atas maka peneliti
melakukan teknis analisis data kualitatif yaitu dengan mengklasifikasikan
data wawancara sesuai aspek-aspek  penelitiap. /Data yang telah
diklasifikasikan tersebut disajikan dan diarialisis’berdasarkan aspek-aspek
yang diteliti Data yang sudah dianalisis &«emudian disimpulkan dengan

diajukan saran-saran atau rekefmendasi dalam laporan akhir studi ini.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Setelah melaksanakan penelitian dan menganalisis sejumlah data yang
diperoleh di tempat penelitian tersebut, ternyata hasil penelitian dilapangan belum
menunjukkan kearah yang lebih baik, ini dapat disimpulkan dariyhal-hal penting
sebagai berikut:

1. Mekanisme

Untuk mendapatkan sebuah KTP, pemohOns KTP sering datang langsung
kekantor kecamatan tanpa membawa slrat pengantar dari Ketua RT atau Kepala
Desa, sehingga mereka tidak perlu agiridiloket tetapi hanya cukup ketemu dengan
salah satu staf kecamatam™ untuk” mendapatkan KTP. Hal lain yang peneliti
temukan dilapangan adafah, permohonan untuk mendapatkan sebuah KTP, bisa
diwakilkan kepadanorang lain sepanjang orang tersebut dikenal dan benar-benar
masyarakat di Wilayah RT setempat. Pengurusan pembuatan KTP dengan bantuan
jasa orang Aain disebabkan karena kesibukan pemohon dan juga karena jarak
wilayah dari pemohon ke Kantor Kecamatan sangat jauh sekali. Alasan-alasan
seperti inilah yang banyak dimanfaatkan oleh sebagian pemohon KTP, sehingga
menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh pemohon KTP lebih besar dari pada

standart biaya yang berlaku.
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2. Faktor-faktor Penghambat

Dalam implementasi pengelolaan pelayanan pembuatan KTP di Kecamatan
Jongkong faktor-faktor penghambat yang peneliti temukan dilapangan adalah:
tradisi masyarakat yang kurang resfek terhadap aturan dan mekanisme birokrasi,
sehingga masyarakat maunya segala urusan harus dilakukan secara mudah tanpa
berbelit-belit dan tidak perlu mekanisme birokrasi yang permanen. Kurang
disiplinnya aparatur pemerintahan di kecamatan Jongkorig, ‘pada saat jam kerja
meninggalkan loket atau kantor dan rendahnya sumberdaya manusia yang dimiliki
oleh aparatur pemerintahan kecamatan jorgkong dan masyarakat setempat.
Beberapa faktor penghambat lainnya_juga adalah fasilitas yang dimiliki oleh
Kantor Kecamatan Jongkong masifizsangat minim, sehingga masyarakat dalam
berbagai urusan terutama menyangkut persoalan KTP sering terkendala dan tidak
tepat waktu. Akibatn{a/-adalah masyarakat merasa kurang dilayani secara
sungguh-sungguh olehpelaksana pemerintahan kecamatan.

3. Faktar=faktor pendukung

Dalarm.dmplementasi pengelolaan pelayanan pembuatan KTP di Kecamatan
Jongkong faktor-faktor pendukungnya adalah: adanya sikap saling membangun,
memperbaiki dan selalu berpartisipasi aktif dari aparatur pemerintah dan
masyarakat. Sehingga dalam membahas kendala yang ditemukan dilapangan,
pendapat-pendapat yang dinilai objektif dan rasional selalu dikedepankan dan

diterapkan untuk menyelesaikan masalah. Dengan demikian aktivitas dan
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kreativitas pemerintahan kecamatan dalam fungsinya memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat dapat terus dilaksanakan.

B. Saran

Untuk optimalisasi tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dilakukan oleh
aparatur pelayanan pengurusan KTP di Kantor Kecamatan Jongkong, yang selama
ini pekerjaannya kurang efektif, kurang berjalan dengan baik'tan menyimpang
dari aturan yang ada, maka kami menyarankan:

1. Perlu meningkatkan kwalitas kerja dengan tearmwork;

2. Perlu bekerja secara terstruktur.
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PEDOMAN WAWANCARA

A. INFORMAN CAMAT JONGKONG

1. Apakah prinsip-prinsip good governance (Supremasi hukum, Keadilan,
Transpransi) bisa dilaksanakan di kecamatan Jongkong ini?

2. Apakah faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi sesuai
prinsip good governance di kecamatan Jongkong ini?

3. Apakah faktor penghambat implementasi good governance di kecamatan
Jongkong ini?

4. Dalam urusan KTP apakah kesulitan mendaSar yang dirasakan Bapak
sebagai Camat di kecamatan Jongkong ini?

5. Bagaimana tingkat pendidikan staf Bapak/di kecamatan Jongkong ini?

6. Dari tahun 2006 sampai sekarang ini‘bagaimana perkembangan kesadaran
masyarakat dalam mengurusi KITP?

7. Konsep partisipasi sepexti apa yang Bapak kembangkan di pemerintahan
kecamatan Jongkongini?

8. Menurut Bapgak apakah semua urusan kantor di kecamatan Jongkong ini
harus terbukanatau ada hal-hal yang perlu ditutup demi kepentingan dan
kewibawaarrsebagai Pimpinan?

9. Bagaimana penilaian Bapak terhadap profesionalitas staf yang menangani
urusan KTP?

10. Bagaimana target urusan KTP setiap tahun tercapai, melebihi target atau
kurang dari target?
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PEDOMAN WAWANCARA

B. INFORMAN STAF KECAMATAN
(Kasi Pelayanan Umum Kependudukan Kecamatan Jongkong)

1. Apakah prinsip good governance (Supremasi hukum, Keadilan,
Transpransi) bisa dilaksanakan di kecamatan Jongkong ini?

2. Apakah factor-faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi sesuai
prinsip good governance di kecamatan Jongkong ini?

3. Apakah faktor penghambat implementasi good governance di kecamatan
Jongkong ini?

4. Dalam urusan KTP apakah kesulitan mendaSar yang dirasakan bapak
sebagai Kasi yang menangani KTP tersebtt di-kecamatan Jongkong ini?

5. Bagaimana dampak politik terhadap ‘pényelenggaran pemerintahan di
kecamatan Jongkong ini?

6. Bagaimana kondisi ekonomi,masyarakat di kecamatan Jongkong ini?
7. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat di kecamatan Jongkong ini?

8. Apakah hambatap~mendasar yang perlu dicari solusi bagi bapak yang
menangani ufusamKTP di kecamatan Jongkong ini?

9. Pernahkah Bapak mengeluarkan usul atau pendapat kepada Pak Camat?

10. Kalau“pernah, bagaimana tanggapan Pak Camat terhadap usul dan saran
yang Bapak sampaikan itu?

11. Sejauhmana masalah keterbukaan dalam urusan kantor oleh Camat
terhadap bawahan dan masyarakat di kecamatan Jongkong?

12. Bagimana kerjasama camat dan masyarakat kecamatan Jongkong dengan
bapak dalam urusan KTP?

13. Dari tahun 2006 sampai sekarang ini bagaimana perkembangan kesadaran
masyarakat dalam mengurusi KTP?

14. Bagaimana target urusan KTP setiap tahun tercapai, melebihi target atau
kurang dari target?
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PEDOMAN WAWANCARA

C. INFORMAN TOKOH AGAMA DAN MASYARAKAT PEMBUAT KTP

1. Apakah aparat kecamatan dalam memberikan pelayanan di bidang KTP
sesuai presedur yang berlaku sebagaimana di kecamatan lain di Kabupaten
Kapuas Hulu ini yang Bapak ketahui?

2. Adakah staf kecamatan Jongkong dalam urusan KTR, memberikan
pelayanan kepada masyarakat dengan sistem berbeda?

3. Partsipasi seperti apa saja yang pernah digalakanolen’Camat maupun staf
kecamatan khususnya yang berkenaan dengaridrusan KTP?

4. Menurut yang bapak ketahui, apakah! Gamat" maupun staf Camat dalam
urusan KTP telah benar-benar terbudka taripa ada sedikitpun yang ditutup-
tutupinya?

5. Bagaimana pendapat bapak'tentdng kemampuan aparat kecamatan dalam
menagani urusan KTP?

6. Bagaimana target urdsan/KTP setiap tahun tercapai, melebihi target atau
kurang dari target?
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LAMPIRAN TRANSKRIP JAWABAN HASIL WAWANCARA

Implementasi Pelayanan Umum Kependudukan Berdasarkan Prinsip
Supremasi Hukum Pada Pemerintahan Kecamatan Jongkong

Tahun 2009
NO INFORMAN JAWABAN INFORMAN
1 Camat Implementasi hukum dan peraturan berdasarkan

prinsip  good  governange ‘/belum  bisa
dilaksanakan sepenuhnya

2 Staf Camat Mekanisme  hukum’ )-dan” peraturan  sulit
dilaksanakan karena banyak pihak masyarakat
berharap semua/irtéan-dengan jalan pintas

3 Informan 1 Sebagian ‘masyarakat belum sadar terhadap
pentingfya hukum dan peraturan

4 TokohAgama Ada ‘beberapa pegawai kecamatan yang kurang
menjunjung tinggi martabat hukum

5 Informan 2 Sebagian masyarakat dan pemerintah kurang
menjunjung tinggi martabat hukum

6 Informan3 Bukan karena sulit urusannya tetapi karena
urusan tersebut sengaja dibikin sulit

7 Informan 4 Ada banyak peraturan yang sudah dijalankan
tetapi pelanggaran terhadap peraturan itu selalu
ada
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Implementasi Pelayanan Umum Kependudukan Berdasarkan Prinsip Keadilan
Pada Pemerintahan Kecamatan Jongkong

Tahun 2009
NO INFORMAN JAWABAN INFORMAN
1 Informan 1 Sebagai staf kami merasakan adanya sikap yang

menjunjung tinggi prinsip  keadilan yang
dilaksanakan oleh para camat dua tahun terakhir
ini, dalam bidang pelayanan umum
kependudukan yang menangani ugdsan KTP

2 Tokoh Agama Baik camat maupun staf kecamatan dari aspek
keadilan bisa dikatakan cukdp adil terutama yang
berhubungan dengafurusan KTP

3 Informan 2 Camat dan staf camat tidak membeda-bedakan
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
yang berkaitan-dengan urusan KTP

4 Informan 3 Apargtur” pemerintahan Kecamatan Jongkong
dalam-melayani urusan KTP sudah bisa dikatakan
adilartinya antara yang satu dengan yang lainnya
diperlakukan sama

5 Informan 4 Masyarakat selama dua tahun terakhir ini sering
memuji camat dan staf kecamatan bahwa mereka
bisa berlaku adil dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat terutama dalam urusan KTP
bahkan mereka mendorong sekaligus
memberikan kemudahan kepada semua orang
dalam penyelesaiannya
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Implementasi Pelayanan Umum Kependudukan Berdasarkan Prinsip
Demokratisasi Pada Pemerintahan Kecamatan Jongkong
Tahun 2009
NO INFORMAN JAWABAN INFORMAN
1 Staf Camat Camat selalu memperhatikan dan mempelajari

serta banyak yang dilaksanakan sepanjang saran
dan pendapat tersebut dinilai objektif dan rasional

2 Informan 1 Semua saran yang masuk diterima dan dipalajari
lebih dahulu dan terkadang“wiengajak staf untuk
membahas saran-saran «dary péndapat-pendapat
yang dinilai cukup objektif'dan rasional

3 Tokoh Agama Saran dan pendapal masyarakat selalu diterima
dan dipelajari™oOleh” camat tetapi tidak selalu
dilaksanakanrya

4 Informan 2 Saran._dan/pendapat masyarakat selalu diterima
dan ‘dipeiajari olen camat tetapi tidak selalu
dilaksanakannya

5 Informan 3 Saran dan pendapat masyarakat selalu diterima
dan dipelajari olen camat tetapi tidak selalu
dilaksanakannya

6 Informan4 Saran dan pendapat masyarakat selalu diterima
dan dipelajari olenh camat tetapi tidak selalu
dilaksanakannya
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Implementasi Pelayanan Umum Kependudukan Berdasarkan Prinsip
Partisipasi Pada Pemerintahan Kecamatan Jongkong
Tahun 2009
NO INFORMAN JAWABAN INFORMAN
1 Staf Camat Partisipasi dirasakan sudah terjalin dengan baik

karena antara pihak pemerintah  dengan
masyarakat kecamatan Jongkong masih terkait

oleh garis keturunan yang sama atawfamiliar

2 Informan 1 Partisipasi dirasakan ‘sdahterjalin dengan baik
karena antara’ ‘pihak pemerintah  dengan
masyarakat/haikvCamat maupun staf kecamatan
lainnya” dengan masyarakat atau pihak swasta
telah, “tefjaiin dengan baik selama tiga tahun
terakhir ini

3 Tokoh Agama Partisipasi yang bertujuan untuk menunjang
tercapainya target pembangunan dan pembinaan
masyarakat demi kelancaran program

pemerintahan kecamatan

4 Iriforman 2 Partsipasi yang sifatnya pasif. Staf pada seksi
yang satu dengan seksi yang lain sering tidak
peduli. Seolah-olah bukan institusi dalam satu

bingkai yang saling menguatkan
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Implementasi Pelayanan Umum Kependudukan Berdasarkan Prinsip
Transparansi Pada Pemerintahan Kecamatan Jongkong
Tahun 2009
NO INFORMAN JAWABAN INFORMAN
1 Staf Camat Transparansi atau keterbukaan pimpinan kepada

staf yang ada di kecamatan Jongkong adalah
keterbukaan yang terbatas. Artinya tidak semua
urusan pemerintah styaf, 'harus” diberitahu,
terutama yang berhubungan dengan keuangan

dan pemutasian staf.

2 Informan 1 Dalam beberapa’“hal masyarakat merasakan
bahwa grinsiptransparansi itu kurang diterapkan
oleh\Camdat’itu sendiri, khususnya yang berkaitan
dengarn penentuan besar kecil biaya mengurusi
KAP

3 Informan 2 Dalam hal jurusan yang berkaitan dengan
kepentingan publik dirasakan oleh masyarakat
bahwa staf camat sudah cukup terbuka. Namun
diakui ada banyak hal yang sering masyarakat
tidak tahu dan masyarakat tahu setelah berbentuk

keputusan
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Implementasi Pelayanan Umum Kependudukan Berdasarkan Prinsip
Profesionalitas Pada Pemerintahan Kecamatan Jongkong
Tahun 2009
NO INFORMAN JAWABAN INFORMAN
1 Camat Tingkat pendidikan rata-rata dari 18 staf dan

pimpinan kecamatan Jongkong hanya dua orang
saja tamatan S-1, selain itu hanya‘tarnatan SLTA.
Dalam menjalankan «tugas ~ dan tanggung
jawabnya terutama. yang erhubungan dengan
penanganan udrusan ~ KTP  tidak  banyak
mengecewakan “inasyarakat bahkan banyak

masyardKat merasa puas.

2 Informan 1 Tingkat pendidikan rata-rata dari 18 staf dan
pimpinan kecamatan Jongkong hanya dua orang
saja tamatan S-1, selain itu hanya tamatan SLTA.
Dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya terutama yang berhubungan dengan
penanganan urusan KTP tidak banyak
mengecewakan masyarakat bahkan banyak

masyarakat merasa puas.

3 Informan 2 Jika dilihat dari tingkat pendidikan memang
aparatur pemerintahan Kecamatan Jongkong
sangat rendah, namun bila dilihat dari
kemampuan kerja mereka dalam urusan KTP

cukup bisa dipercaya
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Implementasi Pelayanan Umum Kependudukan Berdasarkan Prinsip
Efektifitas Pada Pemerintahan Kecamatan Jongkong
Tahun 2009
NO INFORMAN JAWABAN INFORMAN
1 Camat Aparatur  pemerintahan  kecamatan  dalam

menangani urusan KTP tidak pernah sampai
target kecuali tahun 2006, ¢ justru> melampaui
target yang telah ditetapkan, Setelah tahun 2006
tidak lagi surplus hahkar”sampai target sulit
sekali, dengan befbagai dlasan namun yang pasti
faktor teknis’ dan mnon teknis antara lain faktor
alam yang ‘antara lain geografis wilayah
Kecamatan ~Jongkong agak sulit dengan cepat

éksis komunikasi dan transportasi

2 Staf Camat Aparatur  pemerintahan  kecamatan  dalam
menangani urusan KTP tidak pernah sampai
target kecuali tahun 2006, justru melampaui
target yang telah ditetapkan. Setelah tahun tahun
2006 tidak lagi surplus bahkan sampai target sulit
sekali, dengan berbagai alasan namun yang pasti
faktor teknis dan non teknis antara lain faktor
alam yang antara lain geografis wilayah
Kecamatan Jongkong agak sulit dengan cepat

eksis komunikasi dan transportasi
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Implementasi Pelayanan Umum Kependudukan Berdasarkan Prinsip Efisiensi
Pada Pemerintahan Kecamatan Jongkong

Tahun 2009
NO INFORMAN JAWABAN INFORMAN
1 Camat Aparatur  pemerintahan  kecamatan  dalam

menangani urusan KTP tidak pernah sampai
target kecuali tahun 2006, justru melampaui
target yang telah ditetapkan. Setelah tahun tahun
2006 tidak lagi surplus bahkan sapipai target sulit
sekali, dengan berbagai alasaf-namiun yang pasti
faktor teknis dan non teknis ‘antara lain faktor
alam yang antarad Jairigeografis wilayah
Kecamatan Jongkerig “agak sulit dengan cepat
eksis komunikasi dén transportasi

2 Staf Camat Aparatur © pemerintahan  kecamatan  dalam
menangani, urusan KTP tidak pernah sampai
target_ kecuali tahun 2006, justru melampaui
tafget’yang telah ditetapkan. Setelah tahun tahun
2006 tidak lagi surplus bahkan sampai target sulit
sekali, dengan berbagai alasan namun yang pasti
faktor teknis dan non teknis antara lain faktor
alam vyang antara lain geografis wilayah
Kecamatan Jongkong agak sulit dengan cepat
eksis komunikasi dan transportasi

3 Intorman 1 Dalam mengurusi urusan KTP saya sebagai
Kepala Desa melihat pemerintah kecamatan
rasanya sulit mencapai target apalagi melampaui
target. Hal ini diakui bahwa komunikasi dan
transportasi antar desa dan lIbukota Kecamatan
Jongkong agak sulit sehingga masyarakat kalau
tidak ada keperluan penting tidak akan
diurusinya baik KTP.
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Implementasi Pelayanan Umum Kependudukan Berdasarkan Prinsip
Kinerja Yang Berkualitas Pada Pemerintahan Kecamatan Jongkong
Tahun 2009
NO INFORMAN JAWABAN INFORMAN
1 Informan 1 Aparatur pemerintahan kecamatan Jongkong

telah menunjukkan kinerja yang baik khususnya
pada tahun 2006. Berdasarkan gdata yang sering
camat sampaikan kepada para Kepala Desa se-
Kecamatan Jongkong «dalam’~ penertiban dan
penanganan urusan, TP ternyata meningkat
namun dua tahyn sefelah itu menurun.

2 Tokoh Agama Aparatur pémerinitahan Kecamatan Jongkong
dalam curusan” Penerbitan KTP menunjukkan
Kinekja~yarg cukup baik, tepat waktu dan tidak
berhelit-belit.

3 Informan 2 Aparatur pemerintahan Kecamatan Jongkong
dalam wurusan Penerbitan KTP menunjukkan
kinerja yang baik sehingga masyarakat merasa
puas.

4 inferman 3 Aparatur pemerintahan Kecamatan Jongkong
dalam urusan penerbitan KTP  menunjukkan
kinerja yang cukup baik dan dimaklumi jika ada
sebagian persyaratan yang belum terpenuhi.

5 Informan 4 Aparatur pemerintahan Kecamatan Jongkong
dalam urusan penerbitan KTP menunjukkan
kinerja yang cukup baik, tepat waktu dan tidak
berbelit-belit.
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